
BUPATI TAPIN
PROVINSI I(TLIMANTAIT SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 21 TNIUN 2016

TENTAITG

PENJABARAIY PERUBAIIAIY
N{GGARAIT PENDAPATAN DAN BELIINJA DAERATI

TNIUN AITGGARAN 2016

DEITGAIT RAIIUAT TI'HAIT YANG ilAIIA ESA

BI'PATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor OT Tahun 2076
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286].;

2.

3.

AL



4.

n

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaatt Negara (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaool;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
h.rsat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Pen:bahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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12.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 278,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57671, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Talrun Anggaran 2016 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5907);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuang€rn
Pimpinan dan Anggota Dewal Perwakilan
Rakyat Daerah (I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 r2l;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502l.,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umr.m (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a61!;

2t. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a738);

16.

77,

19.

20.
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Tarrrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5279l;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 527211'

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4

26.

tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OLO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7991;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016
tentang Rincian Anggaran Perrdapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL6 Nomor 153);

24,

27.

28.

d),
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 310);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20ll tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 45O), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perrrbahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2077
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5a1);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tatrun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

33. Peraturan MenGri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2Ol5 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2076 (Berita Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2Ol5 Nomor 903),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6
Nomor 7681;



34.

35.

37.

38.

39.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor O5), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O1

Tahun 2Ol2 tentang Pembenhrkan Organisasi
dan Tata Keda Badan Penanggulangzrn Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ot2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2073 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengums
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Tapin (L,embaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2OL3 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2Ol3 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tatrun 2OL4 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor l,ayanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ol4 Nomor O5);

40.

{/)"



-8-

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2OLS Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07
Talrun 2Ot6 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2016 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Daerah Kabupaten Tahun 2OLS Nomor 34),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tapin Nomor O9 Tahun 2076 tentang
Penrbahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor
33 Tahun 2015 tentang Penjabar€rn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Tahun 2016 Nomor O9);

MEMUTUSI(AN :

43.

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAIIAI\T AITGGARAIT PEITDAPATAN DAN
BELIIISJA DAERAII TAIIT'N AIYGGARAN 2016,

Paeal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
semula bedumlah Rp. L.553.274.031.738,60 berkurang
Rp. 1 17. 1 18.082.830,20 sehingga menjadi Rp. 1.436. 155.948.908,40
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula

2. bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan
setelah perubalean

4L,

Rp. 1 .339 .232.277 .596,00

Rp. (1e.531.018.119.99)

Rp. 1.3 19.701 .259.476,01

lw)^
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b. Belanja

1. semula Rp. 1.530.524.031.738,60

2. bertambah/(berkurang) Rp. (98.a18.082.83O.20)

Jumlah Belanja Rp. 1.432.1O5.948.908.40
setelah perubahan

Surplus/(Defisit) Rp. (1L2.4O4.689,432,391
setelah perubahan

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

1) semula Rp.214.041.754.742,60

2\ bertamb'ah/(berkurang) Rp. (97.587.064.71O.2U

Jumlah Penerimaan Rp. 1L6.454.689.432,39
setelah perubahan

2. Pengeluaran

f) semula Rp. '22.750.000.000,00

2l bertambah/(berkurang) Rp. (18.700.O00.000.00)

Jumlah Pengeluaran Rp. 4,O5O.OOO.O0O.OO

setelah pembahan

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 172.404.689.432.39
setelah perubahan

Sisa Kurang Pembiayaan RP. O,O0

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam :

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;

b. Lampiran Ia Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian
Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

c. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD;

d. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Tahun Anggaran 2016;

e. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran
20t6;

yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

awL
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pasat a

Peraturan Bupati ini mulai berraku pada tanggar diundangkan.
Agar setiap orrg- mengetahuinya, memerintahkcn pengundanganPeraturan Bupati ini deirgan p"rr"*p"tannya dalam Berita DaerahKabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
Pada_!r4efa\39 Septembe r 2Ot6

{L

September 2016

\+:l

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2OT6NOMOR 21

Diundangkan di Rantau


